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I K N I'AiNC; 
S I KA 1 l iSAMA i M : U I ) A ( . A N C , A i \ 

I ) I : \ ( ; A \I riiHAN V A N ( ; M A I I A K S A 

!U PA 11 R O I N U A O , 

a bahwa dengan bcrlakunya Undang-Undang nomor 22 Taliun l'-*y'-'. 
icniang Pcmcriniah daerah, maka daerah diberi kewenangan uniuk 
mengatui dan mcngurus runiah tangganya sendin. 

h bahwii daiam rangka penmgkatan pela\n perizinan di bidang 
perdai'inu'im scsuai dengan kcwenangaii yang dibcrikan, maka perhi 
meniialui iciuang penibcnan Sural l /m U'saha Peidagangan; 

-̂ b;ih'A.i hcul.isarkan periimhangan s c b i i g a n i K i n a dtmaksud dalam huiut'a 
d a n h letsebul di alas, perlu dileiapkan dengan Peialuran Daerah 
KahupLiien Role Ndao lentang Sural l/.in U'saha Perdagangan. 

I Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan 
Usaha Asirig di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 
Nomor 560: Tambahan Lembaran Negara Nomor 3 ! 13), 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang 
Mukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 198! Nomor 76; 
Tambaiian Lembaran Negara Nomor 3029); 

3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun !982 tentang Wajib Dal'tar 
Pcrusahaan (l.crnbaran Negara Tahun 1982 Nomor 7; lambahan 
i.cmbaran Ncgara Nomor 3214); 

4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentaiig Usaha Kecil (I..embaran 
Ncgai'ii rciliun 1995 Nomor 74; lambahan Lembaran Negara Nomor 
361 n , 

5 Undang Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian 
Scngkcta Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40: Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3684): 

0 IJndang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan 
Retribusi Daerah sebagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246. 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 

7 Undang Undang Nomor 19 fahun 1997 lentang Pcnagihan Pajak 
Dengan Sural Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42; 
Tambahan Lcmbaran Ncgara Nomor 3686); 

X Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 lentang Pcmerintah Daerah 
(Lembaian Negaia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3839), 



9. Undang-Undang Noinor 25 lahun 1099 teniang Pcnmbangan 
Kciiangan antaia Pcmcrimah Pusal dan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3S48); 

lU, Undang Undang Nomor 28 'lahun 1999 tetang Penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih dan Bcrsih Korupsi, Kokisi dan NepoUsrne 
(Lernbaran Negara 'lahun 1999 Nomor 75; Tarnbahan Lembaran 
Negara Nomor 3851); 

r i . Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 22; 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4184); 

12. Peraluran Pemcrintah Noinor 25 Tahun 2000 tentan'g Kewenangan 
Pemerniiah dan Kewenangan Propinsi sebqgai Daerah Otonomi 
(Lembaran Ncgara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran 
Nomo': 3952); 

13. Peraturan Pemerintah Noinor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4139 ) 

14. Keputusan Mcnperindag Nomor l61-/Kp/Vl/77 tentang Ketentuan 
Perizinan Usaha Penilai. 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang 
PQnyidik Pegawai Negeri Sipii di lingkungan Pemerintah Daerah; 

16. Kepuiusan Menteri Daiam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 173 
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pengaturan Pajak Pajak daerah; 

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 2! 
Tahun 2001 tentang Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk 
Hukum Daerah ; 

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 
tahun 2001 tentang Bentuk Produk - Produk Hukum Daerah; 

!9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 tahun 
2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum fJaerah; 

20. Keputusan Menten Dalam Negeri dan (Dtonoini Daeiah N'omor 24 
Tahun 2001 (enlang Lembaran Daerah dan Berila Daerah; 

21. Keputusan Menperindag Nomor 78/MPP.'Kl.-;(V3 .?'.KiI tcnuing 
Pedoman Standart Pelayanan Minimal; 

22. Kcpulusan Menpcrindag R i Nomor : 289/MP!VKl::P.''10/2001 tcniang 
Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ). 

23 Pcraiuran Dacrah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun .2003 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pcrangkai Daerah Rote Ndao 
(Lembaian Dacrah lahun 2003 Seri D Nomor 001): 



Deii^an persetujuan 

D E W A N P K R W A K I I . A N R A K Y A T D A K R A H K A B I I P A T F . N R O ' I K NDAO 

M E M i r r i i S K A N 

wnyiHpkllli l'«mmr(in Diwruh K.ttlnipatcn lUJtc Ndao tcntang Sural 1/in I 'salia 
IVrdaganuan 

BAin 

K K I K . N T C A N VMVM 

Pasal 1 

am Perauiran Dacrah nii yaiig dunaksud dengan ; 
Daerah adahih Kabupaten Koie Ndao; 

( Pemerintah f)acrah adahih Kepaia Daerah beserta perangkat Daerah Otonom vans.- lauuna 
sebagai Badan Fiksekutt!'Dacrah; 
Kepaia Daerah adalah'iiupai! Koic Ndao 

Dnuis Pcrmduslruui dan Pcrdaganguii adalah DHKIS PcnnduMrian Oan Pcidag.iniMi; 
KahupLiten Hole Ndao. 
Kepaia Dmas Penndustnan d;ni Perdagangan adalah Kepaia Pmas l\-rmdu.'-iilui: i l . m 

i Perdagangan Kabupaien Kt)ic Ndao. 

/ Perdagangan adalah kcgiatan lual beli barang aiau jasa sang dilakukan sccara leiu.v 
menerus dengan tujuan pcngalihan hak atas barang aiau jasa dengan diseriai mihalan aiau 
kompcnsasi; 

; Perusahaan adalah setia[) bentuk usaha yang mcnjalankan scnap |cms usaha yang bcrsitai 
I letap dan leius mcncrus. hekeria scria bcrkcdudukan dalam w i h i N a h Kcpublik Indonesia, 

untuk tu|uan niciuperoleh keuntungan.dan atau laba. 

Surat I / in 1 Isaha Perdagangan yang disingkal SI UP adalah Sural l/jn untuk dapal 
melaksaiiakan kegialan usaha pcrdagangan: 
Perubahan Pcrusahaan adalah perubahan dalam perusahaan yang meliputi perubahan nama 
perusahaan, bentuk peru.sahaan., alamai kanior perusahaan. nama pemiiik/pcnanggung 
jawab, alamai pemiiik/pcnanggung jawab, NPWP, modal dan kekayaan bersih (nelto), 
kelembagaan, bidang u;^aha,jcnis barang/jasa, dagangan utama, 

). Cabang Perusahaan adalali pcrusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan 
mduknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan bersitai berdiri sendiri 
atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya. 
Pcrwakilan Pcrusahaan adalah pcrusahaan yang bertindak mewakili kantor pusai 
perusahaan uniuk melakukan suaiu kegiatan dan atau pengurusannya diicntukan sesuai 
wewenang yang diherikan; 

2. Penyidik Pcgawai Negeri Sij i i l yang selanjuinya disebul PPNS adalah pejabat Pcgawai 
Negeri Sipii di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaien Role Ndao 
yang tclah diangkal dengan Keputusan Mcnlcri Kchakiman untuk melakukan pcngawasan 
dan Pcnyidikan lindak Pidana; 

.V Rciribusi Pcrizinan adalah objek rctribusi alas kegiatan tertentu Pemcrintah Daerah dalam 
rangka pemberian izin kepada orang pnbadi/badan yang dimaksud untuk pembinaan. 
pengaturan, pcngendaiian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan 
Sumber Daya Alam, barang, prasarana, sarana atau (asilitas lertenlu guna melindungi 
kepentingan umum dan mcnjaga kcicstarian lingkungan 



BAH ! I 

SUKA 1 IZIN USAHA P l : :KnAGANGAN 

Pasiil 2 

J SytiHp iicru^iihtmn haik |xroriUijj!in, pcrsykuUimi atiui badan hnkuni yanr niclakukaii 
kegiatan usaha |.ierdagangaii wajib in'eniperoleh SIUP; 

) Sl lJP sebagannana dimaksud pada aval { I ) icrdiri : 

a) SlUP^Kecd. 

b) S iUP Mchcngah: 

cl SIU!^ Ik-sar " , 

Pasa! J 

) Perusaiuian \ang inekikukan keiJialan i;sa!ui peidagangan dengan modial discUn dar. 
kekayaan iieiMh i i ieiun '-.eiuruhina >ampai tlenijan Kp .1(K) OOO Odo - idu:i lali; inl.i 
rupiahi iidak tcrnuisuk i;in;ih tlan bangunan tcmpal u>aha. wa|ib niemperuleh SIUP keed 

I) Peiusahaan >ang melakukan kegialan usaiia perdagangan dongaii modal disclor dan 
kekayaan bersih (nctlo) selLiruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus |ula ruiiiah) sLun|\
dengan Rp. 501).000 000 . - (lima ralus juta rupah) tidak lermasuk lanah dan banguiian lempai 
usaha, wajib ii iemivruleh SlU'P Menengah; 

J1 Perusaiiaan \ang inclakukan kcgiaian usaha perdagangan dengan modal disetor dan 
; kekayaan bersih (neiio) seluruh di atas Rp. 500.000,000,- (lima ratus juta rupiah) lidak 
\k tanah dan bangunan lempat usaha, wajib inemperoleh SIUP Besar, 

Pa.sal 4 

1) Kewenangan pemberian SIUP berada pada Bupaii. 
2) Bupati dapal melimpahkan kewenangan dimaksud kepada Kepala Dmas Perindusirian dan 
; Perdagangan untuk menerbitkan SIUP Kec i l , Mencngah, dan Besar 

! : Pasa! 5 

illJP diterbitkan berdasarkan tempai kedudukan (domisili) perusahaan dan berlaku di seluruh 

^ilayah Repiiblik Indonesia 

Pasiil 6 

'erusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) baik karena 
lenmgkaian maupun penurunan yang dibuktikan dengan akta perubahan dan atau neraca 
lerusahaan wajib memperoleh SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana da lam pasal 3 
'eraiuran Daerah ini. 

Pasal 7 

I) SIUP berlaku seiama 5 ( l i m a ) lahun dan dapat diperpanjang se iama perusahaan yang 
bersangkutan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan, 

I] Seiama masa berlaku, pcmegang SIUP wajib mendaflarkan kembali sctiap tahun selambai-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari, icrhilung dari langgal pcnerbitannya, 

Pasal 8 

'erusahaan dan atau kcgiatan Usaha Perdagangan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh 

liUP adalah perusahaan kecil pcrorangaii, pedagang kcliling, pcdagang asongan. pedagang 

inggirjalan aiau pedagang kaki l ima dibcba.skan dan kcwajiban iTiernperoieh SIUP. 



porusaliaan yaiiu lolali mcinpcroleh SIUP dalain jangka wakUi 3 (tiga) biihni icrhit\inv 
jinangga! ditciiiitkaii S IUP wajih nicndariarkan pcrusahaannya dalam Daliat fVrusahaan 
n kdenlLian daiam Uiidarig-Undaiig Nomor 3 '! ahuii 19X2 tcniang Wajib I^atlar iV'rwsahaar! 

i'asal 10 

rLtisahaan pcmcgang S I U I ' \ang akan mcmbuka Kanlor Cabang,Pcrwakilan PcIu^ahaan. u.siib 
Sapor sccuru icrtulis kepada iiupaii 

Pasal i ! 

|usahaan yang iclah niemperoleh S K i i ' apabila melakukan pcrubahan sebagaimana dimaksud 
[am pasal I butir 8 Peraturan Oacrah ini kecuali modal dan kekayaan bersih (netto) wajib 
igajukan perinintaan perubahan SHJP kepada iiupati, 

Pasal 12 

)sedur dan taia eara pelaksanaan pembcrian S iUP diatur dengan Keputusan Bupaii. 

Pasal 13 

fusahaan yang melakukan kegialan Usaha Perdagangan yang mempunyai kckhususan atau 

:)tL'si seperii perdagangan jasa, pcnjualan berjenjang, pcnjualan minuman bcralkohol dan pasar 
idem pcrizinannya diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah. 

Pasai 14 

•JP tidak berlaku untuk melakukan kegiatan perdagangan berjangka komodiii. 

l i A B MI 
I R K ' I ' R I B U S I P E R I Z I N A N 

Pasal15 

Setiap SiUP yang dikeluarkan dtkcnakan retribusi perizinan, yang diatur scbagai berikut; 
a. SIUP Keci l ditetapkan sebagai berikul : 

I Uniuk kcgiaian usaha perdagangan dengan modal diseior dan kekayaan bersih 
(netio) seluruhnya di alas Rp. 5,000.000.- (l ima juia rupiah), ditetapkan sebesar 
Rp. 100.000,-(scraius ribu rupiah); 

2, Unluk kcgiatan usaha pcrdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih 
(netto) scluruhnya di bawah Rp 5.000000.- f l imajuta rupiah), ditetapkan sebesar 
Rp. 50.000.- (l ima puluh ribu rupiah) 

b. SIUP Menengah ditciapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puiuh ribu rupiah); 
c. SIUP Besar ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ralus nbti rupiah); 

) Setiap SIUP yang masih beriaku wajib unluk mendaftar ulang (herregistrasi) setiap lahun 
dan dikenakan biaya pendaftaran sebagai berikut : 
a. Biaya pendaftaran ulang bagi SIUP Besar diietapkan scbesar Rp 50.000,- (l ima puiuh 

ribu rupih); 

b. Biaya pendaftaran ulang S IUP Menengah ditetapkan sebesar Rp. 30,000,- (liga puluh 
ribu rupiah); 

c. Biaya pendatiaran uiang S IUP Kecil diietapkan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu 
rupiah). 

5 



M.eiialisasi S i U I ' KaiiKir Cahang. Porwakilan Pusal, ditciapkan schesar Rp, 75.000,- (lujuh. 
K)u !uh lima ribu rupiah) 

H B A B I V 

• S A N K S I 

I PasiU 16 

'IJsahaan diberi peringatan icriulis apabila 

'i Tidak melakukan kcwajiban scsuai ketcniuan dalam pasal 2 ayai ( 1), pasal 10 dan pasal I 1 
{ Peraturan Oaerah mi, 
5 Melakukan.kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, danjenis 
• barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam S iUP yang telah diperolch : 

Belum mcndaftarkan perusahaan dalam Oattar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 9; 

: Adanya laporan/pengaduan dan Pejabat yang berwewenang bahwa perusahaan terscbui 
tidak memenuhi kewajiban perpajakkan sesuai ketentuan yang berlaku, 

Pasai 17 

SIUP perusahaan yang bersangkutan dibekukan apabila : 
a. Tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Peraturan 

Daerah ini; 
b. Scdang diperiksa di Sidang Pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran Mak 

Atas Kekayaan Inielcktual (HAKI), aiau melakukan tindak pidana lainnya 
Seiama SIUP perusahaan yang bersangkutan dibekukan, perusahaan tersebui dilarang unluk 
melakukan kegiatan Usaha Pcixlagangan/Jasa; 
Jangka waktu pcmbckuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada aval { 1 ) huru!" 
a dan b berlaku seiama 6 fenam) bulan terhitung scjak dikcluarkan Denciapan pembckuan 
SIUP; 
Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b berlaku sampai dengan adanya Kepuiusan Badan Peradilan yunu tclah 
berkckuatan Hukum tetap. 

Pasal 18 

J ? dapat dicabut apabila 
SIUP yang diperoleh bcrdasarkan kelerangan/data yang tidak bcnar i i iau palsu dan 
perusahaan yang bcrsangkutan; 
Pcrusahaan yang bersangkuian iidak nielakukan pcrbaikan seielah melampau; bauis waktu 
pembckuau scbagaimana diinaksud dalain pasal 17 aval (3); 
Perusahaan yang bersangkuian lelah dijatuhi hukuman pelanggaran Hak .Alas Kekavaan 
inteJeklual [ 1 l A K ! ) dan mau Pidanu Badan Peradilan yang icluh bcrkekuaian 1 iukuni iciap 

B A B y 
K i : i KN ' i l iA iN PIDA.NA 

Pasai ly 

1 Biirang siapa \;uig mclaiiggar kcicniuan-ketcntuan yang diaiur dalani Peraiuian Daerah mi 
dikeiuikan denda 2 (dua) kal i i ) iaya peiizinan scbagaimana dimaksud dalam pasal 1 *̂  
Peraluran Dacrah im dan aiau setinggi-iinggiiiya Rp. 500.000,- (l ima ralus ribu rupialn 
aiau diancam pidana kurungan badan paling lama 3 (tiga) bulan; 

I .'\ncaman pidana sebagaunana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapal discnai dengan 
nencabulan S l l iP. 

Tindak pidana sebagaimana diinaksud pada ayat ( I ) pasai mi adalah pclanggaian 

6 



K K i E N ' i U A N PF .NY iD lKAN 

V-.m-Al 2 0 

Pcjahat Pcgawai Negeri Sipi! terientu di iingkungan Pemerintah Oaerah diberi wev/enang 
khuHUs scbuyai Penyidik uniiik meiakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah 
dan rctribusi daerah scbagaimanu dinmksud daium Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Plukuni Acara Pidana. 

p) Wewenang Pcnyidik scbagaimana dimaksud pada ayai { I i adalah : ' 
• a. Meneriina, mengumpulkan dan mencliti kcterangan aiau laporan bcrkcnaan dengan 

tindak pidana di bidang reinbusi daerah agar keterangan atau laporan tcrscbui meniadi 
lengkap dan jelas; 

i b. Meneliti, m'cncari daii nicnguinpulkan ketcrangan mcngenal orang pribadi atau badan 
t tentang kebcnaran pcrbuatan yang dilakukan schubungan dengan tindak pidana di 

j bidang retribusi daerah, 

[ c. Meminta keterangan dan alat bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan 
i tindak pidana di bidang retribusi daerah; 

: d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lainnya berkcnaan dengan 
tindak pidana di bidang relribusi-dacrah; 

f e. Melakukan penggelcdahan untuk mcndapaikan alat bukti [)embukuaiv pi.;ncacai.an dan 
; dokumcn-dokuir.en lam scria melakukan pcnynaan icrhadapalat bukti lersebui. 

; i" Meminia bantuan icnaga aldi dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan iindak 
pidana di bidanii tersebui, 

g Menvuruh berhciui dan l U a u inelatang sc:;eorang meninggalkan ruangan a i a u ieniijai 
pada saat pemenksaan berlangsung dan memcnksa idcniitas orang dan ai;ui dokumen 

yang dibawa scbagaimana dimaksud pada huruf d; 

h, Memoirei scscorang yang berkaitan dengan tindak pidana; 

i. Memanggil scseorang unUik didengar kcterangannya dan dipertksa sebagai tersangka 
atau saksi; 

j . Menghcntikan pcnvidikan. 
k. Melakukan lir(d.'!';-.iii lain yang jx'rlu untuk kelanc;yraM |X*nvidik;m tindai.; pidaiu' 

menurui hukuni wmg dapat d iper iangL iung jawabkan 

(3) Penyidikan sebagaimana dinuiksud pada aval ( ! ) inemberttaliukan dimuiauisa pcnvidika!; 
kepada Penuntut Umum scsuai keiemuan yang diatur dalain U'ndang-l.indang Nomor N 
Tahun 1981 lentanu Hukum Aeara Pidana. 

B A i l V i i 
K r i K N T U A N P K K A L I H A N 

J \l 21 

' 1 1 Sural l / in Usaha Pcrdaianijan \ar.g dipeiolch perusahaan scbcluin duelapkaii:i\ i'eiaturan 
Daerah ini. omyaiakan letap bcrlaku. 

i2) 1 crhadap pcrusahaan supcrii dimaksud pada ayai ( I } pasal in i dapal mcnL'aiuk.iM 
perniiniaan perubuhan apabi'a dikchcndaki oleh pcrusahaan vang bersangkuian 

Pa.sal 22 

Perusahaan yang mcngajiikan peinnnuian unltik memperoleii SIUP yang sedang d.ilam prll^e•• 

pcnyelesaian scbclum diiciapka/i Peraluran Dacrah ini. wajib mcngajukan kcmbal: [)crmintaan 

baru kepada Bupaii untuk mcmpcrolch SIUI-" scsuai dengan kctcntuan dalain Peraiuraii I.Jaerah 

ini. 

-7 



l i A l i V H l 

K r / n c N T i i A N I 'KNi r r i i i * 

''MnU&fthaV«riiiv '̂AW '̂ti\ !̂ dH*,\u\ i.\wcvi\\>VL'dn \*eravur'an Oacr-ih \\\ her\'<\Wu \;\vn 

Pasal 24 

Hal-hal yaiig belum diaiur da lan i Peraluran Daerali itn sepaniang mcnuenai pe laksanaannMi akan 

• ditetapkan lebih lanjut dengan Kc [ )utusan Kepaia Daerah. 

Pasal 25 

Peraturan Daerah nu' mulai ber laku [lada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang menge ia l u i n i \ a , memcrmtahkan pcngundangan Pcraiuran Dacraii mi dengan 

penempalannya da lam Lembaran Dacrah Kabupaten Role Ndao. 

t 

Ditetapkan di Baa 

Diundangkan di l ia 'a 
pada tanggal 18 juni 2{)li4 
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i > i : N . I K l . A S . \

A T A S 
I ' K U A ! I R A N O A L U U H K A l U i P A IKiV U O I K :N ! )A ( ) 

N O M O U : 2 0 T A M L ' N 2004 

J E N ! AN<; 
S d K A ! r / . I N I ISAMA P K K I ) A ( ; A N ( ; A . N 

11M 

Kakckat yaiig dikandung olch spirit otoiiorni dacrah .saat ini adalah Ivrgcscrnya. 
digina pembangunan dengan incmbcrikan kcscmpaian dan kcpcrcayaun kepada daeruh 

uk membangun dan nicndckatkan pelayanan kepada masyarakat secara I'rolL-siona!. 
' sparan dan tidak diskriminatif. * 

tuk menjamin adanya kepaslian bcriisaha sekaligits sebagai alat bagi pcnicriniah dalain 
ismbina dan niengeinbain.'kan usaha perdaganiian diu-rhukai', Sural l / i n Tsaha dai'iuu';;*! 

'ling bcrlungsi scbaiMi 
) Legaiiia> usaha 

; Alat pembinaan dan pedalaan bagi pcinerintah 
{ Sarana niempcrmudah pcngcinbangan usaha bagi pcngusaha 

ntuk niemberikan legitiniasi kepada Pcmerimah Kabupaiei- Kou- Ndao dalain 
enyelenggarakan Sural l/.m Usaha Perdagangan scjalan dengan kewengani/an sang dibeiikan 

esuai atnat Undang-Undaiig Noinor 22 Tahun 1999 dan Pcraturan Pcnicnniah Noinor 2."̂  
ahun 2000 . maka .salah satu pcrangkat hukum >ang diperlukan adalah Pcraiuran Dacrah vang 
engatur lentang I / in Usaha Pcrdagangan. 

. P A S A L D K M I P . V S A L 

"asal I 
Butir 1 s/d 13 Cukup jelas 

Pasal 2 
Ayat I dan ayai 2 

Cukup iclas 

Pasal 3 
Aval I S/d aval 3 

'Cukup [cias 

Pasal 4 
Aval I dan ayat .1 

Cukup jelas 

Pasai 5 

Cukup jclas 

Pasal 6 
Cukup jelas 

Pasal 7 
Ayat I dan aval 2 

Cuk up jela'-; 
• 

Pasal .S 
Ayat I dan aval 2 

Cukup jclas 

. Pasal 9 
Cukup jeias 

Pasa! lU 

Cukup jelas 

9 
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Pasal 11 
Cukup jelas 

I'asal 12 
Cukup jelas 

Pasal 13 
Cukup jelas 

Pasal 14 
Cukup jelas 

Pasal 15 

Ayat I dan aval 2 

Cukup Jelas. 

Pasal 16 
Cukup jelas 

Pasal 17 
Ayat 1 s/d ayat 4 

Cukup jelas 

Pasai 1 8 
Cukup jelas 

Pasal 19 
Ayat 1 s/d ayai 3 

Cukup jelas 

Pasal 20 
Ayat 1 dan ayat 2 

Cukup jelas 

Pasal 2 1 
Cukup jelas 

Pasal 22 
Cukup jelas 

Pasal 23 
Cukup jelas 

Pasal 24 
Cukup jelas 

Pasal 25 
Cukup Jclas 

l A M I J A H A N L K i M l i A K A N D A E R A H N O M O U K A i U i P A I EN ROW: M ) A ( ) 

N O M O R 023 
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